
 

 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum 

 

1. Sejarah Singkat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pesawaran 

 

Sebuah instansi pemerintahan bernama Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran sudah dibentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 22 Nopember 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Pesawaran yang merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di 

Provinsi Lampung, dimana secara umum tugas pokok Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Peraturan 

Bupati Pesawaran Nomor. 03 Tahun 2008 pasal 7 adalah melakukan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah menpunyai fungsi yaitu melakukan perumusan 

kebijakan teknis perencanaan, pangorganisasian penyusunan perencanaan 

tugas dibidang perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas lain 

yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Permintaan Daerah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan 

Daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan 

daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan.            

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu instansi 

pemerintahan daerah dengan didang tugas membantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan 

pembangunan. 

 

Hal ini menjadikan fungsi tugas pokok yang dimiliki oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan mampu mensinergikan, 

mengatur dan mengarahkan semua aktivitas pemerintahan, pembangunan 

dan pembinaan kemasyarakatan secara utuh di Kabupaten Pesawaran. 

Untuk itu perlu adanya sebuah mekanisme kerja yang baik dalam upaya 

mewujudkan tujuan yang diharapkan.  

 

Bagaimana dapat menciptakan dan menjalankan sebuah mekanisme kerja 

yang baik adalah tanggung jawab semua unsur pelaksanaan yang terdapat 

pada instansi pemerintahan tersebut. Dan perlu diperhatikan akan adanya 
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beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong terwujudnya sebuah 

mekanisme kerja yang baik.  

 

Hal ini harus menjadikan perhatian bagi masing-masing instansi 

pemerintahan tidak terlepas juga pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah agar perkerjaan yang dilakukan bukan hanya sebuah pelaksanaan 

kerja, tetapi pekerjaan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada, 

namun adanya strategi untuk menjalankannya secara profesional sehingga 

mampu menghasilkan sebuah kinerja yang baik. 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri 

dari: 

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

2. Unsur Sekretaris yaitu sekretaris yang membawahi Sub Umum Bagian 

Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan. 

3. Unsur Pelaksanaan yaitu Bidang Perencanaan Macro terdiri dari Sub 

Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan Sosial dan Sub 

bidang Ekonomi Pembangunan Daerah. 

4. Bidang Perencanaan Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Lingkungan 

Hidup dan Tata Ruang. 

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang 

Pemantauan dan Pengendalian, Sub Bidang Penelitian dan 

Pengembangan. 
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Pada masing-masing unsur pelaksanaan tersebut memiliki tugas pokok dan 

fungsi yang sesuai dengan tugas jabatan yang mereka emban. Dan telah 

diatur dalam uraian tugas jabatan, sehingga masing-masing unsur 

pelaksanaan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus 

mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan untuk inti adanya mekanisme kerja yang 

mengharmoniskan dan menyelaraskan semua tugas pokok dan fungsi yang 

ada dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.  

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi, dan dalam 

mengoperasionalkannya terdapat sebuah mekanisme kerja yang harus 

ditempuh sebagai langkah-langkah dalam proses penyelenggaraan 

program kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu sendiri. 

Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan  pembangunan  

2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan 

3. Pembina teknik perencanaan pertisipasi 

4. Penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan daerah  

5. Penyusun program pembangunan daerah 

6. Penyusun rencana strategis daerah 

7. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah 

8. Penyusunan perencanaan kerja daerah  

9. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah  

10. Pengelolahan ketatausahaan badan 
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2. Visi dan Misi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pesawaran 

 

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Pesawaran dirumuskan dengan memperhatikan visi pemerintahan Daerah 

Kebupaten Pesawaran, berdasarkan visi tersebut ditetapkan. 

a. Visi  

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran 

yaitu:  Terwujudnya perencanaan, pengendalian, penelitian dan 

pengembangan pembangunan yang berkualitas. Visi dijabarkan lebih 

lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan 

perencanaan pembangunan daerah dengan peryatanan misi diharapkan 

seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat 

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi 

pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. 

b. Misi  

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya 

mekanisme kerja yang baik dan berguna. 

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

yang efektif dan aspiratif 

2. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan 

dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah  

3. Meningkatkan penelitian dan pengembangan  

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan  
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3. Tugas Pokok Serta Fungsi Masing-Masing Bidang di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

 

a. Kepala Badan 

Tugas Pokok Kepala Badan adalah memimpin Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok, melaksanakan 

pembinaan terhadap aparatur bawahannya, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan daerah, serta merumuskan 

kebijakan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan 

dibidang perencanaan. 

 

Rincian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

adalah sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian 

tujuan penyelenggaraan tugas pokok fungsi dan kewenangan 

badan. 

2) Memimpin, membina, mengkoordinasikan, memantau dan 

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 

dibidang perencanaan pembangunan agar sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditentukan. 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan badan instansi 

terkait dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar 

terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam 

pelaksanaan pembangunan. 
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4) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan tugas. 

5) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dibidang teknis dan administrasi kepada 

bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan badan 

perencanaan pembangunan daerah mempunyai dan memahami 

beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

 

b. Kepala Sekretaris 

Tugas pokok kepala sekretaris adalah melakukan koordinasi 

penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan keuangan, 

kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, 

surat menyurat, protokol dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, kepala Sekretaris memiliki 

rincian tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka 

penyusunan program kerja badan perencanaan pembangunan 

daerah sebagai pedoman anggaran pendapatan dan belanja badan, 

serta rencana kerja sekretaris untuk dijadikan bahan acuan dalam 

pelaksanaan tugas. 

2) Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 

pelaksanaan tugas, pengelolaan urusan administrasi kantor, 

kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga, hubungan 

masyarakat, surat-menyurat, protokol dan pembuatan laporan 

badan agar dapat terlaksana sesuai dengan program kerja yang 
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sudah disusun. 

3) Membagi habis tugas sekretaris kepada bawahan agar setiap 

aparatur yang ada memahami beban tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing. 

4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Kepala Sub Bagian Umum 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum adalah melaksanakan 

sebagian tugas Sekretaris dibidang surat menyurat, kearsipan, 

perbekalan dan perawatan, kepegawaian, hubungan masyarakat, 

dokumentasi, keamanan dan ketertipan dalam lingkungan badan, 

keolahragaan ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya. 

Untuk menyelenggarakan tugas, pokok sebagaimana dimaksud Kepala 

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1) Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 

lainnya di lingkungan sekretaris dalam rangka penyusunan 

program kerja Sub Bagian Umum untuk dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

2) Melaksanakan penataan administrasi surat menyurat untuk 

mempermudah proses lebih lanjut 

3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut 

urusan kedinasan. 

4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

5) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan 
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d. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan 

Tugas pokok kepala sub bagian penyusunan rencana kegiatan adalah 

melaksanakan sebagian tugas sekretaris dibidang perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seperti laporan 

bulanan badan. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala 

sub bagian penyusunan rencana kegiatan mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut: 

1) Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 

lainnya di lingkungan sekretariat dalam rangka penyusunan 

program kerja Sub Bagian Umum untuk dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

2) Melakukan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kantor 

3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

e. Kepala Sub Bagian Keuangan 

Tugas pokok kepala sub bagian keuangan adalah melaksanakan 

sebagian tugas sekretariat dibidang administrasi keuangan yang 

meliputi penyusunan anggaran badan, pembukuan dan pertanggung 

jawaban serta laporan keuangan. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala 

Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
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1) Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 

lainnya dilingkungan sekretariat dalam rangka penyusunan 

program kerja sub bagian keuangan untuk dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2) Mengumpulkan bahan petunjuk teknis anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, serta mengumpulkan bahan penyusunan rencana 

kebutuhan keuangan badan. 

3) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan 

badan 

4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan 

badan 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

f. Kepala Bidang Perencanaan Makro 

Tugas pokok kepala bidang perencanaan makro adalah membantu 

kepala badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan 

mengkoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan perencanaan 

dibidang perencanaan makro. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala 

Bidang Perencanaan Makro mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1) Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 

melaksanakan tugas pengelolaan bidang penyusunan, 

menginventarisasi, menghimpun dan mengolah data, 
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memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dibidang 

perencanaan makro agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai 

dengan program kerja yang telah disusun. 

2) Melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan 

bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial 

3) Membagi habis tugas pada bidang perencanaan makro kepada 

bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dna 

tanggungjawabnya masing-masing 

4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

g. Kepala Sub Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan 

Kepala Sub Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 

lainnya dilingkungan bidang perekonomian, pembangunan dan 

keuangan dalam rangka menyusun rencana program kerja untuk 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum di lingkungan sub bidang perekonomian, pembangunan dan 

keuangan agar dapat melaksanakan tugas tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna. 

3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 
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h. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Aparatur. 

Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Aparatur, 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 

lainnya dilingkungan Bidang pemerintahan, Kesejahteraan Sosial 

dan Aparatur dalam rangka menyusun rencana program kerja untuk 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum di lingkungan sub Bidang pemerintahan, Kesejahteraan 

Sosial dan Aparatur agar dapat melaksanakan tugas tugas secara 

berdaya guna dan berhasil guna. 

3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan 

 

i. Kepala Bidang Monitoring dan Penelitian Pengembangan. 

Tugas pokok Kepala Bidang Monitoring dan Penelitian Pengembangan 

adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan perumahan 

kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan 

daerah, serta penilaian atas pelaksanaan perencanaan bidang 

pemantauan dan pengendalian. 

 

Kepala Bidang Monitoring dan Penelitian Pengembangan, mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut: 

1) Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 

melaksanakan bidang penelitian dan pengembangan, agar 
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pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang 

telah disusun. 

2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, 

sosial dan budaya 

3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan 

4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana 

wilayah 

5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan 

 

j. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan dan merumuskan serta 

mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan dibidang 

pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, sarana prasarana wilayah, 

analisis sumber pendapatan dan pembiayaan. 

 

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut: 

1) Mengekontrisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

tugas sub bidang penelitian dan pengembangan dalam penyusunan 

bahan untuk pemecahan masalah. 

2) Melaksanakan dan merumuskan serta mengkoordinasikan 

penelitian dan pengembangan dalam bidang penelitian dan 

pengembangan. 

3) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 
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umum dilingkungan sub bidang penelitian dan pengembangan 

agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 

guna.  

4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

5) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

k. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian. 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian adalah 

membantu kepala bidang dalam memantau pelaksanaan perencanaan 

bidang pemerintahan, sosial dan budaya, perencanaan bidang 

pemerintahan, sosial dan budaya, perekonomian dan sarana dan 

prasarana wilayah. 

 

Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut: 

1) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugas Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian 

dan penyusunan bahan untuk memecahkan masalah. 

2) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum dilingkungan Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian 

agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 

guna. 

3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 
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l. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan. Sosial dan 

budaya dalam melaksanakan dan merumuskan serta menkoordinasikan 

kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan 

kesejahteraan sosial. 

 

Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut: 

1) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugas Sub Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan dan penyusunan bahan untuk memecahkan 

masalah. 

2) Melaksanakan dan merumuskan serta mengkoordinasi kebijakan 

perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan 

ketenagakerjaan. 

3) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum dilingkungan Sub Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna. 

4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

5) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 
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m. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah 

Tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan Wilayah adalah membantu 

kepala badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan 

mengkoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan perencanaan 

bidang perencanaan wilayah. 

 

Kepala Bidang Perencanaan Wilayah, mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut: 

1) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum dilingkungan Bidang Perencanaan Wilayah agar dapat 

melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. 

2) Membagi habis tugas pada bidang perencanaan wilayah kepada 

bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing. 

3) Memberi motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan 

tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. 

4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

5) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

n. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 

Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 

adalah melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan wilayah 

dalam melaksanakan dan merumuskan serta mengkoordinasikan 

kebijakan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup. 
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Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut: 

1) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugas Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup 

dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya. 

2) Melaksanakan dan merumuskan serta mengkoordinasi kebijakan 

perencanaan pembangunan Bidang Tata Ruang dan Lingkungan 

Hidup. 

3) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum dilingkungan Sub Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna. 

4) Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 

sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

o. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah. 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah adalah 

melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan wilayah dalam 

melaksanakan dan merumuskan serta mengkoordinasikan kebijakan 

perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah. 
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 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Sarana 

dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1) Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 

lainnya dilingkungan bidang perencanaan wilayah dalam rangka 

penyusunan sub bidang sarana dan prasarana wilayah dan 

prasarana pemukiman perkotaan untuk dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

2) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugas Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan 

penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya. 

3) Melaksanakan dan merumuskan serta mengkoordinasi kebijakan 

perencanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah. 

4) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum dilingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah agar 

dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

p. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas bidang sarana dan 

prasarana wilayah dalam melaksanakan dan merumuskan serta 

mengkoordinasikan kebijakan perencanaan pembangunan bidang 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
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Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Sub Bidang 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut: 

1) Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 

lainnya dilingkungan bidang perencanaan wilayah dalam rangka 

penyusunan Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup 

untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup dan 

penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya. 

3) Melaksanakan dan merumuskan serta mengkoordinasi kebijakan 

perencanaan pembangunan Bidang Sumber daya Alam dan 

Lingkungan Hidup. 

4) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum dilingkungan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 

berhasil guna. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

q. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 

Tugas pokok Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah 

membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan 

kebijaksanaan dan mengkoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan 

perencanaan bidang monitoring dan evaluasi. 
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Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Sub Bidang 

Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

1) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural 

umum dilingkungan Bidang Bidang Monitoring dan Evaluasi agar 

dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. 

2) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

 

4. Struktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

 

Dalam suatu instansi pemerintahan organisasi adalah hal yang sangat 

penting karena organisasi mengandung deligasi tugas (seseorang tidak 

dapat menyelesaikan atau mengerjakan diri segala-galanya), 

mempergaruhi koodinasi, menentukan tanggung jawab jabatan 

perseorangan, merumuskan otoritas untuk melaksanakan tugas, 

mempergaruhi motivasi dan semangat kerja pegawai. Salah satu hal lagi 

yang diperlukan perusahaan adalah struktur organisasi, dimana struktur 

organisasi dapat memberikan informasi secara sederhana tentang besar 

kecilnya organisasi, susunan organisasi dari pucuk pimpinan sampai 

dengan satuan organisasi yang terendah, garis-garis saluran wewenang, 

rincian tugas dan lain-lain. Dengan demikian tidak menimbulkan adanya 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas masing-masing bagian. Adapun 

skematis bagian atau struktur organisasi Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dapat dilihat di lampiran 1.       
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5. Faktor Pendukung Kegiatan Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.  

 

Faktor pendukung pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pesawaran terdiri dari: 

1. Adanya kerja sama yang baik dari seluruh staf pegawai kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

2. Dipercayai dan diberi bimbingan terhadap tugas yang harus dikerjakan 

oleh seluruh pegawai. 

3. Fasilitas disediakan oleh instansi pemerintahan  

4. Adanya instruksi yang membimbing dan mengarahkan setiap kegiatan. 

 

6. Faktor Penghambat Kegiatan Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

 

Faktor penghambat kegiatan kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri dari: 

1. Kurangnya fasilitas seperti ruangan untuk menulis mengerjakan semua 

kegiatan yang harus dikerjakan. 

2. Sarana prasarana yang digunakan saat ini sangat terbatas dan belum 

memadai, baik kantor dan sarana prasarana pelengkapan kantor. 

3. Kurangnya adanya ruangan khusus yang mana digunakan untuk 

penyimpanan arsip-arsip yang lama sehingga tidak tertumpuk pada 

satu ruangan saja.  

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)  

5. Kondisi ruang kerja yang terbatas di karenakan kantor masih 

menyewa/mengontrak rumah penduduk setempat.                             
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B. Pembahasan 

 

1.  Tata Ruang Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pesawaran. 

 

a. Macam-macam Ruangan Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

1. Ruang Tamu 

Ruang untuk menerima tamu-tamu yang datang ke kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

2. Ruang Kepala Bappeda 

Ruang kerja yang digunakan oleh Kepala Badan Perencanaan 

Daerah Pembangunan Kabupaten Pesawaran baik dalam 

menjalankan pekerjaan kantornya maupun dalam menerima tamu 

yang sifatnya intern. 

3. Ruang Rapat 

Ruang yang digunakan untuk rapat, seperti rapat evaluasi 

mingguan, bulanan, tahunan dan rapat-rapat yang sifatnya 

interen. 

4. Ruang Sekretaris 

Ruangan yang digunakan oleh sekretaris seperti menerima 

telepon, menerima surat masuk dan surat keluar, membuat 

laporan dan tugas-tugas lainnya. 

5. Ruang Subbag 

Ruangan yang digunakan untuk beraktivitas oleh seluruh Sub 

Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub 

Bagian Perencanaan. 
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6. Ruang Kabid 

Ruangan yang digunakan oleh semua Kepala Bidang. Yaitu 

Kepala Bidang Macro, Kepala Bidang Wilayah, dan Kepala 

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya guna membantu Kepala Bappeda untuk 

perencanaan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten 

Pesawaran. 

7. Ruang Subbid 

Ruangan yang digunakan oleh semua Sub Bidang dalam 

melaksanakan aktivitas kantor. Adapun Sub Bidang tersebut 

adalah Subbid. Ekubang, Subbid Pemerintahan, Aparatur dan 

Kesos, Subbid. Sarana dan Prasarana, Subbid. Lingkungan Hidup 

dan Penata Ruang, Subbid. Pemantauan dan Pengendalian, serta 

Subbid. Penelitian, Data dan Pengendalian. 

8. Ruang Bendahara 

Ruangan yang memiliki aktivitas kebendaharaan kantor seperti 

menangani keuangan baik pengeluaran maupun penerimaan kas 

kantor Bappeda pesawaran. 

9. Ruang Rumah Tangga/Dapur 

Ruangan yang memiliki aktivitas kerumah tanggaan seperti 

makanan dan minuman yang disajikan untuk para tamu dan staff 

kantor. 
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10. Toilet 

Ruangan yang terdiri dari kamar kecil yaitu kamar mandi dan 

WC. 

 

b. Bentuk Penataan Ruang Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

Menurut hasil observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap 

sekretaris serta Sub Bidang Lingkungan dan Penata Ruang Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diketahui bahwa bentuk 

penataan ruang kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pesawaran adalah bentuk tata ruang kantor tertutup. 

Bentuk tata ruangnya adalah ruangan kerja yang dipisah-pisah atau 

berada pada ruangan yang terpisah dan tertutup. 

Adapun bagan atau skema tataruang kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Tamu 
Ruang  

Subbag Umum 

Ruang  

Kabid  

Ruang  

Subbid  

Ruang  

Kepala Bappeda  

Ruang  

Sekretaris  

Ruang   

Bendahara  

Ruang  

Rapat  

Ruang  

Rumah Tangga/Dapur  Toilet 

Gambar 1. Skema Tataruang Kantor Bappeda Kabupaten Pesawaran 

Sumber: Kantor Bappeda Kabupaten Pesawaran, 2009 
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2. Prinsip-prinsip Penataan Ruang Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Yosya Rizal, selaku sekretaris 

dan Bapak Zainal Fikri, ST selaku Sub Bidang Lingkungan Hidup dan 

Penata Ruang, didapatkan keterangan bahwa pada prinsipnya penataan 

ruang kantor yang terdapat dikantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pesawaran adalah tataruang kantor yang terpisah, yang 

susunan ruangan untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa satuan yang 

dibagi-bagi karena keadaan gedung yang terdiri atas kamar-kamar maupun 

karena disegaja dibuat pemisah buatan. Dalam pembagiannya ditentukan 

dengan cara satu ruangan diisi dengan satu koordinasi antar Kepala 

Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang. Supaya memudahkan penggunaan 

fasilitas komputer dan peralatan lainnya yang saling berhubungan antar 

bidang maupun bagian hanya dengan satu ruangan. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretaris Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Bapak Ir. 

Yosya Rizal, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pesawaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah tugas-tugas sekretaris yang terlalu padat yang sering melakukan 

kegiatan-kegiatan diluar kantor bahkan diluar kota. Hal ini yang membuat 

kualitas fisik berkurang sehingga mempengaruhi kinerja sekretaris. Dan 

Tata ruang kantor yang mempengaruhi kinerja sekretaris Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dikarenakan 
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ukuran atau penataan ruang kantor yang kurang efektif karena luas kantor 

dan ruangan sangat terbatas. Hal itu disebabkan oleh bangunan kantor dan 

fasilitas yang kurang memadai karena luas kantor hanya seluas rumah 

penduduk pada umumnya, serta status kepemilikan kantor yang hanya 

menyewa salah satu rumah penduduk setempat untuk dijadikan kantor 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran karena 

Kabupaten tersebut masih dalam proses perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten Lampung Selatan, 

sehingga gerak aktivitas sekretaris maupun staff lainnya sangat terbatas 

oleh ruangan yang sempit dan tertutup. Meskipun dengan kepemilikan 

ruang sekretaris yang tertutup, pekerjaan yang sifatnya rahasia dapat 

terjaga kerahasiaannya.  

 

Salah satu cara menjaga kerahasiaan kantor yaitu dengan cara menyimpan 

file-file rahasia di dalam laptop bukan disimpan kedalam komputer ruang 

kerja. Untuk dokumen yang sifatnya tertulis dan rahasia, sekretaris 

menyimpan dalam lemari khusus  dokumen rahasia yang hanya diketahui 

oleh sekretaris. Hal ini dilakukan supaya kerahasiaan kantor tetap 

terjamin. 

 

Hasil dari uraian di atas, tentang “Penataan Ruang Kantor yang Baik Sebagai 

Upaya Meningkatkan Kinerja Sekretaris Pada Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran” menunjukkan bahwa penataan 

ruang kantor yang baik sangat berpengaruh besar dalam upaya meningkatkan 

kinerja sekrataris.  Tata ruang kantor yang baik akan bermanfaat bagi 
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organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu 

mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan 

bolak-balik yang seharusnya tidak perlu, menjamin kelancaraan proses 

pekerjaan yang bersangkutan, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara 

efisien, dan mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang 

akan menemui suatu bagian tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Geoffry,  Mills dan Oliver Standingford (2002), yang menegaskan bahwa 

berbagai tujuan penyusunan tata ruang yang baik bagi suatu kantor ialah 

persyaratan peraturan perundang–undangnya dipenuhi, ruang dipergunakan 

sampai manfaat yang terbesar, pelayanan–pelayanan tersedia sepanjang 

diperlukan seperti tenaga listrik, telepon dan lain–lain. Tata ruang yang baik 

ialah yang memungkinkan proses penyelesaian sesuatu pekerjaan menempuh 

jarak yang terpendek–pendeknya, menempatkan para pegawai dan alat–alat 

kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut–urutan penyelesaian 

pekerjaan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah penataan ruang kantor 

yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja sekretaris pada kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

Menurut sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penataan ruang 

kantor yang sifatnya tertutup yang terdapat di kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dirasa masih kurang efektif 

dikarenakan terbatasnya gerak aktivitas sekretaris oleh penataan ruangan yang 

sifatnya tertutup.   


